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PENUTUP

A. Kesimpulan
Warung Kamtibmas yang fungsinya sebagai wadah untuk menanggulangi
serta mengatasi setiap keresehan masyarakat, dan menyadarkannya, juga
membuat pandangan terhadap adanya Polri di tengah masyarakat yang
dapat meminimalisir bentuk kejahatan yang ada dan akan ada yang di
antisipasi dengan langkah cegah dini yang menjadi ciri khas dari warung
kamtibmas, dan juga sebagai rumah aman yang dapat menjadi tempat
perlindungan utama ketika terancam sesuatu. Adapula Tim Tameng yang
juga menjadi bagian dari warung kamtibmas yaitu Polsek KSKP yang
besinergi dengan masyarakat membentuk tim yang merupakan patroli
gabungan antara kepolisian dan masyarakat, yang tugasnya untuk menjaga
kesetabilan dan meminimalisir para pelaku tindak kejahatan agar
kesempatan dalam melakukan tindak kejahatan tersebut tidak ada.\Warung
kamtibmas juga memiliki multi fungsi yaitu sebagai tempat untuk
melakukan pengajian ibu-ibu, dan anak yang juga menjadi elemen penting
dalam proses ajar mengajar yang dimana Polsek KSKP menjadi tutor
untuk menunjang pendidikan dan menyekolahkan anak-anak tidak mampu
di wilayah pelabuhan Rt.18, selain itu warung kamtibmas dapat menjadi

posyandu dalam hal ini polwan membantu pelaksanaannya, polwan juga
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membantu pembinaan ekonomi kreatif terhadap ibu-ibu dan remaja putri

di wilayah Rt.18.

. Saran

Warung Kamtibmas yang telah berhasil meminimalisir tindak kejahatan
yang ada di wilayah Rt.18 adalah suatu prestasi yang patut menjadi
tauladan bagi Polsek lainnya yang ada di Nunukan untuk mencontoh
keberhasilan dari adanya warung kamtibmas ini, dan diharapkan bukan
hanya kabupaten Nunukan saja namun seluruh Indonesia di setiap polsek
di wilayahnya dapat meniru warung kamtibmas Rt.18 kelurahan Nunukan
Timur ini sehingga Indonesia bebas dari penyakit masyarakat karna
perubahan itu dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan,
kemudian Negaranya sekalipun dapat berubah karnanya, dimulai dari
masyarakatnya lalu pemerintahannya, sehingga Indonesia dapat menjadi
bangsa yang merdeka dalam pengertian yang sejatinya.

Namun kekurangan personel dan fasilitas terbatas yang membuat Warung
Kamtibmas ini hanya baru mampu menanggulangi tindak pidana yang
bersifat konvesional saja, untuk tindak pidana yang bersifat transnasional
belum mampu secara maksimal diatasi, hanya dapat mencegah dengan
himbauan tentang bahayanya agar tidak melakukan tindak pidana tersebut
dan menghindarinya, ataupun sesegera mungkin melaporkannya kepada
petugas kepolisian yang berwajib apabila menemukan atau mengetahui

pelaku dari tindak pidana tersebut.
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